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MOTTO

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tandatanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang
yang bertakwa.

(Q.S Al-Bagarah ayat 180)
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HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin),
bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori
ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab
ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam
buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar

pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman
transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543.b/U/1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
. Ba B Be
- Ta T Te
B Sla S Es (dengn titik diatas)

viii
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Jim J Je

H{a H{ Ha (dengan titik diatas)
Kha KH Ka dan Ha

Dal D De

Z|al Z| Zet (dengan titik diatas)
Ra R Kr

Zai Z Zet

Sin S Es

Syim Sy Es dan Ye

S{ad S{ Es (dengan titik dibawah)
D{ad D{ De (dengan titik dibawah)
T{a T{ Te (dengan titik dibawah)
Z{a Z{ Zet (dengan titik dibawah)
‘Ain : Apostof terbalik
Gain G Ge

Fa F Ef




3 Qof Q Qi

5| Kaf K Ka

J Lam = El

. Mim M Em

o Nun N En

4 Wau W We

% Ha H Ha
A Hamzah i Apostrof
o Ya p Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (°).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Tanda Nama Huruf Latin Nama

| Fath{ah A A
) Kasrah I I
T D{ammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa golongan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
] Fath{ah dan Ya Ai Adan |
3 Fath{ah dan Wau Au A dan U
Contoh:
Lgi : kaifa
s : haula

C. Ta* Marbuthah ( 8 )

Ta" marbuthah ditransliterasikan dengan “t ” jika berada di tengah kalimat,

tetapi apabila ta " marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya &.,0dl dL. )l menjadi alrisalat li al-mudarrisah,
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atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan

mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan

dengan kalimat berikutnya, misalnya Y 4>, & menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J!) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal

kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala lah yang berada di tengah-tengah kalimat

yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam Al- Bukhariy mengatakan...

2. Al- ukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masya Allah kana wa méa lam yasya lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla.
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ABSTRAK

Yunani Sri Setiyabudi, 16210065, 2020. Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli
Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan
Kompilasi Hukum Islam Khi (Studi Kasus Di Desa Petok Kabupaten Kediri).
Skripsi. Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul
Azis, S.HI, M.HI.

Kata Kunci: Hibah Wasiat, Ahli Waris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan yang terjadi di Desa Petok Kabupaten Kediri terkait pemberian
hibah wasiat kepada salah satu keluarga yang tidak ada hubungan darah dengan kakek
pewasiat. Harta hibah wasiat yang berupa rumah dijual oleh ahli waris dari kakek
pewasiat secara tiba- tiba dan tanpa sepengetahuan keluarga yang diberi wasiat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan harta hibah wasiat oleh
ahli waris yang terjadi di Desa Petok Kabupaten Kediri dalam perspektif Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis
sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara.
Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif.

Penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris dalam perspektif KUHPerdata
tidak diperbolehkan, karena hibah wasiat sebenarnya adalah hak pihak ketiga yang
diberi wasiat,dan ahli waris sudah mempunyai bagiannya tersendiri. Hal ini sesuai
dengan KUHPerdata pasal 874 yang berbunyi : ”Segala harta peninggalan seseorang
yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-
undang, sejauh mengenai hal itu, dia belum mengadakan ketetapan yang sah’.
Maksud dari ketetapan yang sah dalam pasal tersebut yaitu suatu pemberian harta
peninggalan kepada pihak ketiga. Dalam perspektif KHI menyatakan bahwa harta
peninggalan yang diwasiatkan hanya boleh dilakukan dengan batasan tidak lebih dari
sepertiga dari semua harta yang ditinggaikan.
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ABSTRACT

Yunani Sri Setiyabudi, 16210065, 2020. The sale of property grants by heirs in the
perspective of Civil Law and KHI (case study in Petok Village of Kediri
Regency). Thesis. Study Program Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Faculty of
Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Abdul Azis, S. HI, M. HI.

Keywords: Hibah Wasiat, Heirs, Civil Code, KHI

The problem in the village of Petok Kediri Regency related to giving a hibah
wasiat will to one family that has no blood relationship with the grandfather. A
testament estate of a house is sold by the heirs of a sudden and unbeknowness to a
family of wills.

This research aims to determine the sale of property grants by heirs that
occurred in Desa Petok Kediri Regency in the perspective of Civil and KHI. The type
of research used in this study is empirical research with a sociological juridical
approach. The data collection method used by researchers is an interview. The data
analysis methods that researchers use are qualitative descriptive.

The sale of a testament property of grants by heirs in a Civil Code perspective
is not allowed, as a wills grant is actually a right of a third party given a will, and the
heir already has its own part. This is in accordance with the Civil Code of article 874
which reads: "All the treasures of one who passed away, belong to his heirs according
to the law, as far as it is, he has not held a valid decree". The purpose of the valid
provision of the article is a gift of estate to a third party. In the perspective of KHI it
states that the immovable treasures should only be made with the limitation of not more
than one-third of all abandoned treasures.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang menjadi alasan berpindahnya hak kepemilikan adalah
hibah. Dengan cara menghibahkan suatu harta atau benda berarti diberikannya suatu
harta atau benda dari orang yang memberi hibah dan berpindah ke tangan penerima
hibah dengan artian bahwa harta tersebut akan menjadi milik penerima hibah.
Dengan cara memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang lain juga
merupakan cara untuk menyambung serta mempererat hubungan persaudaraan antar
sesama muslim. Hibah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah pada
waktu kedua belah pihak masih dalam keadaan hidup, dan berlaku juga sewaktu
kedua belah pihak masih hidup.

Wasiat merupakan sebab lain yang menjadi perpindahan hak milik. Wasiat
dilakukan dengan memberikan sebagian harta warisan atau seluruhnya milik orang

yang meninggal dunia kepada selain ahli warisnya. Wasiat dilakukan



ketika pewasiat dan pihak yang diberi wasiat masih dalam keadaan hidup
akan tetapi harta wasiat bisa berpindah dan berlaku menjadi milik pihak yang diberi
wasiat setelah pewasiat tersebut meninggal dunia.

Hibah wasiat merupakan cara pemberian harta peninggalan kepada selain
ahli warisnya. Hibah wasiat berbeda dengan hibah pada umumnya, hibah pada
umumnya tidak bisa ditarik kembali, sedangkan hibah wasiat bisa ditarik kembali.
Harta hibah wasiat diberikan dengan maksud untuk menghindarkan persengketaan
antara ahli waris dan pihak yang diberi wasiat.

Permasalahan yang terjadi di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten
Kediri merupakan kebalikan dari tujuan dari hibah wasiat itu sendiri, yaitu
menghindarkan persengketaan antara ahli waris dengan pihak ketiga yang diberi
wasiat. Pemberian harta wasiat dalam kasus tersebut menimbulkan persengketaan
antara ahli waris dan orang yang menerima wasiat.

Persengketaan antara seorang ahli waris dan pihak yang diberi wasiat
tersebut terjadi karena adanya sebuah rumah yang ditinggalkan oleh pewasiat.
Perselisihan harta hibah wasiat yang diberikan kepada salah seorang yang bukan
merupakan keluarga dari orang yang telah meninggal dunia diambil oleh ahli waris
dari orang yang meninggal. Bermula dari keluarga yang sangat dekat dengan kakek

(si pewasiat), keluarga tersebut yang merawat kakek pewasiat tersebut dan juga



telah tinggal lama dirumah tersebut, sampai kakek tersebut menganggap keluarga
tersebut seperti keluarganya sendiri.

Sebelum kakek tersebut meningoal dunia, beliau mewasiatkan sebuah
rumah yang dihuninya bersama keluarga tersebut kepada keluarga tersebut. Dan
setelah kakek tersebut akhirnya meninggal dunia, secara tiba-tiba ahli waris kakek
tersebut yaitu adik perempuan yang telah lama meninggalkan kakek tersebut datang
kepada keluarga yang diberi wasiat dan mengambil surat tanah atas rumah yang
diwasiatkan kepada keluarga tersebut lalu menjualnya tanpa sepengetahuan
keluarga yang diberi wasiat. Dengan terpaksa pihak keluarga yang diberi wasiat

harus meninggalkan rumah wasiat tersebut.

Dalam pasal 874 KUHPerdata mengenai wasiat, berbunyi “ Segala harta
peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli
warisnya menurut Undang- undang, sejauh mengenai hal itu, dia belum
mengadakan ketetapan yang sah”.? Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seluruh
harta yang dimiliki seseorang yang meninggal dunia merupakan milik ahli warisnya,
akan tetapi dalam pasal ini juga membatasi adanya hak ahli waris karena adanya
ketetapan khusus yang dibuat oleh pewarisnya. Ketetapan tersebut yakni dengan
maksud sebagian atau seluruh harta warisan yang dimiliki oleh pewaris atau orang

yang meninggal dunia diberikan kepada pihak ketiga.

! Binti Isro’in, Wawancara (Malang, 14 Juli 2019).
2 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 226.



KUHPerdata merupakan salah satu hukum positif yang masih berlaku di
Indonesia, begitupun dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kitab hukum
Islam yang juga berlaku di Indonesia. Keduanya menjadi rujukan penting terutama
dalam pembahasan mengenai wasiat. Berangkat dari kasus diatas, peneliti tertarik
mengetahui hukum tentang penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan oleh ahli

waris dalam perspektif KUHPerdata dan dalam perspektif KHI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan alasan yang melatarbelakangi penelitian

ini, peneliti merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris di Desa Petok

Kabupaten Kediri perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris di Desa Petok

Kabupaten Kediri perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian



Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peristiwa penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris di Desa Petok
Kabupaten Kediri dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Menganalisis peristiwa penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris di Desa Petok

Kabupaten Kediri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah
kepustakaan dalam bidang hukum perdata di Indonesia khususnya yang berkaitan
dengan wasiat. Serta dapat mengembangkan bahan belajar dalam bidang hukum
perdata khususnya yang berkaitan dengan wasiat dalam segi pandang Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dan menurut Kompilasi Hukum Islam. Peneliti
juga mempunyai harapan besar agar penelitan ini nantinya akan dapat

memberikan kejelasan hukum khususnya yang berkaitan dengan wasiat.

2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dan
masukan untuk masyarakat pada umumnya, para pembaca penelitian ini, maupun

orang yang akan melaksanakan kewasiatan. Serta dapat dijadikan bahan referensi



dalan menyikapi masalah yang ada di lingkungan masyarakat, serta bagi civitas

akademik maupun peneliti lainnya.

E. Definisi Operasional

1. Hibah, yaitu suatu perjanjian yang mana pihak pertama akan menyerahkan
suatu harta atau benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima

kebaikannya itu.?

2. Wasiat, yaitu perintah yang diberikan agar seseorang melakukan suatu
perbuatan setelah meninggal, atau bersedekah dengan harta setelah ia

meninggal.*

3. Hibah wasiat, yaitu penetapan wasiat khusus, dengan nama yang
mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan sebagian atau seluruh
barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala atau sebagian
barang yang bergerak atau tidak bergerak, atau memberi hak pakai hasil atas

seluruh atau sebagian harta peninggalannya.®

3 C.S.T. Kansil, Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2002),
252.

4 Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), 154-155.

% Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 227.



4. Ahli waris, yaitu orang-orang yang mempunyai hak atas harta warisan yang

ditinggalkan oleh pewarisnya.®

5. KUHPerdata, yaitu kitab hukum perdata terutama yang membahas mengenai
hibah wasiat, yakni dalam Bagian 6 Tentang hibah waasiat pasal 957 sampai

dengan pasal 972.7

6. KHI, yaitu kitab hukum perdata Islam terutama yang membahas mengenai
hibah dan wasiat, yakni terdapat pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

bagian huruf (f) dan huruf (g).2

® Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 13.
" Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, 244.
8 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 1998), 82.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dijadikan perbandingan penelitian ini dan penelitian
terdahulu adalah sebagai berikut:
1. Penelitian Beni Khaeroni® “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota
Malang tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal
968 dan 992 KUHPerdata” Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. Penelitian ini mempunyai
tujuan yaitu untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota
Malang mengenai hibah wasiat dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam

dan dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Metode yang

° Beni Khaeroni, Panndangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat
(Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 DAN 992 KUH Perdata), Skripsi, (Malang:
Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).



digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan bersifat
deskripsi analitis.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pandangan hakim
Pengadilan Agama Kota Malang sesuai dengan Pasal 992 KUH Perdata maka
hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan
dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat
pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau suatu lembaga
yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dan sesuai dengan KHI,
hibah wasiat tidak diperbolehkan atau tidan sah apabila barang yang belum
jelas adanya.

Setelah mengamati skripsi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan
bahwa dari segi isi materi skripsi ini memiliki persamaan, yaitu hibah wasiat
yang menjadi pokok pembahsannya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian
Beni Khaeroni adalah perihal lokasi penelitian. Peneliti sebelumnya meneliti
di Pengadilan Agama Kota Malang, sedangkan peneliti berlokasi di Desa
Petok Kabupaten Kediri. Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada
panndangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengenai hibah wasiat.

2. Penelitian Muhammad Abduh!® “ Hibah dan Wasiat dalam Analisis

Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi

10 Muhammad Abduh, Hibah dan Wasiat dalam Analisis Perbanndingan Antara Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN
Malang, 2008).
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Hukum Islam™ Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik lbrahim Malang, 2008. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk
mengetahui perbandingan antara hibah maupun wasiat menurut KUHPerdata
dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian
tersebut adalah yuridis normatif dan menggunakan sifat penelitian deskriptif
kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHPerdata dan Kompilasi
Hukum Islam mempunyai persamaan dan perbedaan tentang hibah dan wasiat.
Perbedaannya yaitu: Hibah menurut KHI bisa dilakukan oleh orang Islam
maupun non muslim,dan dalam pelaksanaannya hibah bukan hanya harta
pusaka, tetapi bentuk harta lainnya boleh dihibahkan. Sedangkan menurut
KUHPerdata tidak dijelaskan mengenai bentuk harta hibah. Perbedaan wasiat
menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu hanya orang Islam saja yang bisa
berwasiat, dan dalam pelaksanaannya barang yang diwasiatkan maksimal
adalah 1/3 bagian dari harta yang dimiliki pewaris. Sedangkan persamaan
antara hibah dan wsiat menurut KHI dan KUH Perdata yaitu, dalam
pelaksanaan hibah dan wasiat harus ada bukti autentik, dan pelaksanaan hibah
dan wasiat dilakukan sebelum penghibah/ pewasiat meninggal dunia.

Persamaan dengan penelitian Muhammad Abduh adalah membahas
tentang hibah wasiat. Sedangkan perbedaannya adalah perihal metode

penelitian yang digunakan adalam yuridis normatif.
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3. Penelitian Usisia Kalaloma!! “Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat
Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas
Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tnggara Barat), Tesis,
Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Desa
Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa
Tenggara Barat mempraktikkan pembagian warisan dengan wasiat, dan
menganalisis tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo tentang praktik
pembagian waris dengan wasiat di Desa Tapas Kecamatan Brang Rea
Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat
deskriptif kualitatif.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pembagian harta warisan dengan
wasiat dilaksanakan karena penentuan dan pembagian harta warisan setelah
orang tua meninggal dunia tidak dapat dipercaya oleh masyarakat, karena
kemungkinan besar akan terjadinya persengketaan antar ahli waris.
Pembagian harta warisan dengan wasiat kepada calon ahli waris sudah sesuai
dengan karakteristik hukum progresif yaitu: hukum adalah untuk manusia dan

menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Hal tersebut

11 Usisia Kalaloma, Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif
Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat Provinsi Nusa
Tnggara Barat), Tesis, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim malang, 2018).
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terlihat dari pergeseran dari penentuan harta warisan yang setelah orang tua
meninggal dunia kepada pembagian harta dengan wasiat oleh masyarakat
dengan tujuan untuk melindingi hak- hak calon ahli waris.

Perbedaan dengan penelitian Usisia Kalaloma adalah lokasi yang
diteliti yaitu di Desa Tapas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat,
sedangkan peneliti berlokasi di Desa Petok Kabupaten Kediri. Persamaannya
yaitu dari segi material membahas tentang wasiat.

Tabel Penelitian Terdahulu

NO  Peneliti Judul Penelitian | Persamaan Perbedaan
1 | Beni Pandangan Hakim | Sama-sama Lokasi penelitian di
Khaeroni Pengadilan membahas Pengadilan  Agama
Agama Kota | tentang Kota Malang
Malang tentang | hibah wasiat Hibah wasiat menurut
Hibah Wasiat hakim Pengadilan
(Perspektif KHI Agama Kota Malang
dan Hukum
Positif dalam
Pasal 968 dan 992
KUHPerdata.
2 | Muhammad | Hibah dan Wasiat | Sama-sama Menggunakan
Abduh dalam  Analisis | membahas metode penelitian
Perbandingan tentang yuridis normatif.
Antara Kitab | wasiat Hibah dan wasiat
Undang-Undang menurut KUH
Hukum  Perdata Perdata dan KHI
dan  Kompilasi
Hukum Islam.
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3 | Usisia
Kalaloma

Pembagian Harta
Warisan dengan
Wasiat Perspektif
Teori Hukum
Progresif Satjipto
Rahardjo (Studi di
Desa Tepas
Kecamatan Brang
Rea Sumbawa

Barat Provinsi
Nusa Tnggara
Barat).

Sama-samaa
membahas
tentang
wasiat

Lokasi di Desa Tapas

Kecamatan Brang
Rea Kabupaten
Sumbawa Barat
Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Pembagian harta
waris dengan wasiat
perspektif teori
hukum progresif

satjipto rahardjo

Penelitian ini sebenarnya memiliki satu inti pembahasan yang sama yakni

mengenai hibah wasiat, akan tetapi penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian-

penelitian lainnya dari berbagai sisi . Perbedaan dapat terlihat dari lokasi yang menjadi

objek penelitian, metode penelitian, maupun hasil penelitiannya.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hibah dan Wasiat

a. Pengertian Hibah

karunia atau anugerah.*® Hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud

2 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 466.

Hibah berasal dari kata wahaba yang berarti memberi, memberi
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memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan

tanpa imbalan.’® Menurut jumhur Ulama, hibah adalah pemberian secara

sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya ganti rugi, yang

akibatnya, kepemilikan harta tersebut berpindah dari yang memberi hibah

kepada orang yang diberi hibah.!*

Arti hibah mempunyai banyak pandangan dari berbagai ulama fikih,

yaitu diantaranya:

1)

2)

3)

Menurut Abdurahman al Jaziri dalam kitabnya al-Figh ‘ala al-Mazahib
al Arba’ah, menjelaskan arti hibah dari empat mazhab, yakni menurut
mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan suatu benda tanpa
menjanjikan imbalan, sedangkan menurut mazhab Maliki, hibah adalah
memberi hak milik suatu benda tanpa imbalan kepada orang yang diberi
hibah, hibah sering diartikan sebagai hadiah. Menurut mazhab Syafi’i,
menjelaskan bahwa hibah adalah memberikan hak milik suatu benda
dengan keadaan sadar saat ia masih hidup.

Menurut jumhur Ulama, hibah adalah pemberian secara sukarela dari
seseorang kepada orang lain dengan tidak adanya ganti rugi, yang
akibatnya, kepemilikan harta tersebut berpindah dari yang memberi
hibah kepada orang yang diberi hibah.™

Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim, hibah yaitu memberikan
sesuatu yang dimutlakan dan dilestarikan dalam hubungannya dengan
keadaan sewaktu masih hidup tanpa adanya ganti, walaupun dari
jenjang atas.®

b. Pengertian wasiat

13 Sayyid Sabig, Figih Sunnah, (Bandung: PT Alma’arif, 1984), 167.

14 Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 82.

15 Nasrun Harun, Figh Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama), 82.

16 Syekh Muhammad ibn Qasim al Ghazzi, Terjemah Fath al Qarib al Mujib, ( Indonesia: Darul ihya),
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Wasiat berasal dari kata al- washiyah yang bermakna perintah, pesan,
dan nasihat. Menurut Sayyid Sabiq wasiat bermula dari kata washaitu asy-

syaia, ushihi, yang berarti menyampaikan sesuatu.’

Secara terminologi wasiat adalah perintah seseorang dengan tujuan
untuk melakukan sesuatu setelah meninggalnya. Atau bisa dikatakan
bersedekah dengan harta setelah meninggal dunia.*® Jumhur ulama
mengartikan wasiat sebagai suatu tingkah perbuatan yang dilakukan dengan
cara sukarela dalam semua keadaan.*®

Kompilasi Hukum Islam mendifinisikan wasiat sebagai pemberian
suatu benda dari pewaris kepada pihak lain, orang atau lembaga yang akan

berlaku setelah pewaris meninggal dunia.?

c. Dasar Hukum Hibah
Dasar hukum hibah tercantum dalam Al- Qur’an surat An Nisa’ ayat

empat, yang berbunyi:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi)sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan

7 Sayyid Sabig, Figih Sunnah, ( Bandung: PT Alma’arif, 1984), 230.

18 Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), 154-155.

19 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Figih Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putri, 2010),
261.

20 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 1998), 82.
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kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah
(ambilah) pemberian itu yang enak lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’ : 4)%

Disebutkan juga dalam hibah dalam hadits yaitu, sebagai berikut:

°
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Dari Abi Hurairah r.a bahwasanya Rasululloh SAW. Bersabda: “
Janganlah menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun
hanya kuku kambing”.?

d. Dasar Hukum Wasiat

Terdapat dalam Q.S Al- Maidah ayat: 106
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“Wahai orang- orang yang beriman, apabila salah seorang dari
kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah
disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang
berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu

21 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1988), 115.
22 |mam Az Zabidi, Ringkasan Shahih Al Bukhari, 462.



kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat,
lalu keduanya bersumpah atas nama Allah jika kamu ragu- ragu . “(Demi
Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit,
walaupun dia adalah karib kerabat sendiri, dan tidak pula kami
menyembunyikan persaksian Allah: Sesungguhnya kami kalau demikian
tentulah termasuk orang- orang yang berdosa”.?®

Dalam Surat An Nisa’: 11
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“(Pembagian- pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya. Orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat
manfaatnya bagi. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.**

Dalam Surat Al- Bagarah: 180
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Yj UJJJ\},U J.a- 9 Ql i)j«.i\ (i_{.,b-\ oot \JL (,_,<.:L9g_,\;
C ”)H\sl" é ‘/)ﬁj;"/’j\f

23 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1998), 180.
24 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1998), 116.
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“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan
tanda- tanda maut, jika ia meninggalkan banyak harta , berwasiat unutk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas

orang- orang yang bertagwa”*®

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

&L&jgﬁ&\&&\d}i}%’;&IJ“@\,f@jé\;ﬁ,\.&& e
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“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, bahwa ia berkata: Rasulullah saw,
pernah datang ketempatku untuk menjenguk aku ketika aku sakit keras, lalu
aku bertanya: Ya Rasululloh! Sesungguhnya sakitku sudah sangat parah
sebagaimana yang engkau liat sendiri, sedangkan aku ini orangkaya dan
tidak punta ahli waris lain selain anakku perempuan, apakah boleh aku
menyedekahkan dua pertiga dari hartaku? la menjawab: jangan'aku
bertanya lagi: Ya Rasululloh! Bagaimana kalo separuhnya? la menjawab
lagi: Jangan! Aku bertanya lagi: kalau sepertiga? la menjawab: Sepertiga
dan sekali lagi sepertiga itu sudah cukup banyak atau sudah cukup besar,
karena sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu itu dalam
keadaan cukup atau kaya akan lebih baik dari yang selalu menadahkan
tangan kepada orang lain”. (HR. Jama’ah).?®

25 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemah, 44.
26 Mu’ ammal Hamidy, Nailul Authar, (Surabaya: PT Bina llmu, 2001), 2022.
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“Diriwayatkan oleh ibnu Maajah dari Jaabir, dia berkata; Telah
bersabda Rasulullah saw.: “Barang siapa yang mati dalam keadaan

berwasiat, maka dia telah mati dijalan Allah dan Sunnah. Mati dalam

keadaan Tagwa dan Syahid, dan mati dalam keadaan diampuni dosanya”.*’

Disebutkan pula dalam hadits Nabi, yaitu sebagai berikut:

oy Jo S 2 vxﬂu.c B Jo & J385 36 1 J6 s 32 a5l b G

“Diriwayatkan oleh ibnu Maajah dari Jaabir, dia berkata; Telah
bersabda Rasulullah saw.: “Barang siapa yang mati dalam keadaan

berwasiat, maka dia telah mati dijalan Allah dan Sunnah. Mati dalam

keadaan Taqwa dan Syahid, dan mati dalam keadaan diampuni dosanya”.8

e. Rukun dan Syarat Hibah

Para ulama sependapat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun
dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku

hukumnya. Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu:

1. Wahib (pemberi hibah)

27 Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah, (Bandung: PT Alma’arif, 1984), 233.
28 Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah, (Bandung: PT Alma’ariif, 1984), 233.
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Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang
miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan
hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang di keluarkan adalah

sepertiga dari harta peninggalan.

2. Mauhub lah (penerima hibah)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa

seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

3. Mauhub

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

4. Shighat (ijab dan gabul)

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan
gabul, seperti dengan lafazh hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya.
Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya ijab
(ungkapan penyerahan atau pemberian harta), qgabul (ungkapan

penerimaan) dan gabd (harta itu dapat dikuasai langsung).?®

Adapun syarat hibah adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat pemberi hibah

29 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) , 244.
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Syarat-syarat pemberi hibah di antaranya adalah:
a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan
b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya
c¢) Pemberi hibah adalah baligh
d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan
keridhaan

2) Syarat-syarat penerima hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat
pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya
janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat
pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil
oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang

asing.°

3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan
Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai

berikut :

a. Benar-benar wujud (ada)
b. Benda tersebut bernilai
c. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang

dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya,
dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.

% Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah, (Bandung: PT Alma’arif, 1984), 317.
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d. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap,
seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa
tanahnya.

e. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum,

sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti
halnya jaminan.

4) Shighat (ijab gabul)

[jab gabul di kalangan ulama mazhab Syafi“i merupakan syarat
sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat

yang berkaitan dengan ijab-gabul, yaitu:

a) Sesuai antara Qabul dengan ljabnya
b) Qabul mengikat ljab

c) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan; aku
hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah.3!

Mengenai ijab gabul yaitu adanya pernyataan, dapat saja
berbentuk lisan atau tulisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi,
berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan

gabul, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.32

81 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 139.
32 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), 116.
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f. Rukun dan Syarat Wasiat

Rukun hibah terdapat tiga bagian yang masing- masing bagian

mempunyai syarat- syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

1) Orang yang berwasiat (Mushi): baligh, berakal sehat, bebas atau
sukarela, dan beragama Islam®

2) Orang yang menerima wasiat (Musha Lahu): menurut pada ulama
sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah yang bukan
merupakan golongan ahli waris dari si pewasiat, kecuali jika disetujui
oleh ahli waris lainnya.®*

3) Objek yang diwasiatkan (Musha Bih)

a)

b)

d)

e)

f)

Berupa barang atau manfaat

Tidak melebihi sepertiga harta warisan, kecuali ada
persetujuan semua ahli waris

Harta merupakan hak milik pewaris
Dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia

Wasiat yang berupa pemanfaatan, harus diberi jangka waktu
tertentu®

Wasiat yang berupa barang tidak bergerak, juka mengalami
kerusakan atau penyusutan sebelum meninggal dunia, maka
penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

33 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Menurut
Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pedoman IImu Jaya, 1992), 140.
34 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: PT Lintera Basrutama, 2001), 507.
% Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 1998), 162.

% Sayyid Sabig, Figih Sunnah, (Bandung: PT Alma’arif, 1984), 113-115.
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g. Ucapan wasiat (Sighat)

Wasiat dapat dilaksanakan menggunakan kata- kata yang jelas
maupun dengan isyarat. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, wasiat
melalui isyarat diperbolehkan dengan syarat apabila orang yang berwasiat
bisu atau tidak bisa baca tulis. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan
Syafi’i, wasiat tetap sah dan diperbolehkan melalui isyarat yang dapat

dipahami, walaupun pewasiat mampu berbicara dan tidak buta huruf.3’

2. Hibah Wasiat menurut KUHPerdata
a. Pengertian hibah menurut KUHPerdata

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata)®: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,
diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik
kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah
yang menerima penyerahan itu”. Berdasarkan rumusan di atas, dapat

diketahui unsur—unsur hibah sebagai berikut:

a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-
cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud
untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

87 Andi Syamsu, Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: PT Kencana, 2008), 72.
3 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 423.
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c. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik
penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap
maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang
penghibah.

d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.

. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

D

b. Pengertian wasiat menurut KUHPerdata

Dalam pasal 874 KUHPerdata mengenai wasiat, yang berbunyi “
Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah
kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang- undang, sejauh mengenai

hal itu, dia belum mengadakan ketetapan yang sah” >

c. Pengertian hibah wasiat menurut KUHPerdata

Hibah dan hibah wasiat pada dasarnya memiliki arti yang sama yakni
suatu pemberian seseorang kepada orang lain, yang membedakannya adalah
orang yang memberikan hibah wasiat adalah orang yang akan meninggal
dunia, sedangkan hibah diberikan selagi orang tersebut masih hidup dan waktu
pelaksanaan hibah wasiat yaitu setelah orang yang meberi harta tersebut
meninggal dunia, sedangkan hibah bisa dilaksanakan setelah harta itu

diberikan, tanpa menunggu orang yang meberi hibah itu meninggal dunia.

% Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 226.
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Hibah wasiat merupakan salah satu bagian dari dua jenis wasiat.
Dalam pasal 876 KUHPerdata, jenis wasiat yaitu wasiat pengangkatan waris
dan hibah wasiat.*® Hibah wasiat menurut pasal 957 KUHPerdata merupakan
suatu penetapan khusus yang diberikan oleh orang yang meninggal dunia
kepada seorang atau beberapa orang mengenai barang- barang tertentu,

sebagian atau seluruh harta peninggalan orang yang meninggal tersebut.*!
d. Dasar hukum hibah menurut KUHPerdata

a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan cuma-cuma,
artinya tidak ada kontra prestasi dari penerimaan hibah (Pasal 1666
KUHPerdata);

b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud
untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;

c. Hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerdata);

d. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup
(Pasal 1682 KUHPerdata)

e. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).

e. Dasar hukum wasiat menurut KUHPerdata

Dasar hukum wasiat dalam KUHPerdata yaitu terdapat dalam Buku

kedua Bab XIII tentang hibah wasiat pasal :

40 Spimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 226.
41 Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, 248.
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1. Pasal 874 mengenai penjelasan tentang wasiat, yaitu yang berbunyi
“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah
kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh hal itu dia
belum mengadakan ketetapan yang sah”.

2. Pasal 875 mengenai penjelasan tentang surat wasiat, yaitu yang
berbunyi “Surat wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan
seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia
meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”.*?

3. Pasal 884 yang menjelaskan bahwa harta peninggalan atau hibah wasiat
sebagian maupun seluruhnya tidak boleh dipindahtangankan.*®

4. Pasal 895-912 pada bagian kedua Bab XII mengenai kecakapan untuk
membuat surat wasat atau untuk memperoleh keuntungan dari surat
tersebut.

5. Pasal 913-929 pada bagian ketiga Bab XII yang berisikan penjelasan
tentang bagian warisan menurut Undang-undang dan pemotongan
hibah-hibah yang mengurangi bagian warisan.

6. Pasal 930-953 pada bagian keempat Bab XIII mengenai bentuk surat
wasiat.

f. Dasar hukum hibah wasiat menurut KUHPerdata

Dasar hukum hibah wasiat dalam KUHPerdata yaitu terdapat
dalam Bagian 6 Tentang hibah wasiat tepatnya pada pasal 957 yang
berbunyi “ Hibah wasiat ialah penetapan khusus, dimana pewaris
memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu,

atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua

42 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 227.
43 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, 228.
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barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil
atas sebagian atau semua barangnya.” Selanjutnya terdapat dalam pasal
958 sampai pasal 972 yang menjelaskan mengenai ketentuan- ketentuan

pelaksanaan hibah wasiat.**

g. Rukun dan syarat hibah menurut KUHPerdata

1. Penghibah, mempunyai syarat- syarat sebagai berikut:*
a. Bukan anak- anak dibawah umur
b. Mampu memberi hibah menurut Undang-undang
c. Tidak menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak
miliknya atas barang yang dihibahkan.*®
2. Orang yang diberi hibah, mempunyai syarat sebagai berikut:
a. Dinyatakan mampu menurut Undang-undang
b. Harus ada di dunia.
3. Barang yang dihibahkan, mempunyai syarat sebagai berikut:
a. Barang sudah ada saat penghibahan
b. Barang bergerak atau barang tidak bergerak.*’

h. Rukun dan syarat wasiat menurut KUHPerdata

Adapun syarat wasiat dalam KUHPerdata terdapat dalam pasal 895

dan pasal 897 yaitu:*8

1. Pembuat wasiat harus mempunyai akal sehat yang mampu berfikir
secara teratur.

4 gSoedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 244-
246.

4 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, 424.

4 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, 425.

47 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, 425-426.

48 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 229.
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2. Orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia 18 tahun,
maka tidak boleh membuat wasiat (testamen).

i. Bentuk hibah Wasiat

Dalam pasal 931 disebutkan bahwa ada tiga bentuk daripada hibah
wasiat, yaitu:

1. Wasiat ologafis, yaitu wasiat yang ditulis sendiri oleh si pemberi
wasiat.

Wasiat ologafis dalam pasal 932 dijelaskan bahwa wasiat

itu memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si
pembuat wasiat

b) Harus diberikan dan disimpan oleh seorang notaris

c) Jika wasiat dalam keadaan tertutup, maka akta wasiat harus
dibuat diatas kertas miliknya sendiri. Sedangkan jika wasiat
dalam keadaan terbuka maka akta ditulis dibawah surat wasiat.

d) Jika si pewasiat berhalangan hadir, maka harus disebutkan
beserta alasannya dalam wasiat

e) Dalam surat wasiat diharuskan menyebut bahwa segala acara
selengkapnya sudah dipenuhi.

2. Wasiat umum, yaitu wasiat yang dibuat oleh seorang notaris:

a) Orang meninggal yang akan mewasiatkan hartanya
menghadap kepada notaris guna menyatakan kehendaknya,
lalu notaris akan membuat akta dengan dihadiri oleh dua
orang saksi.

b) Orang yang membuat wasiat diharuskan untuk
menyampaikan sendiri kehendaknya dihadapan notaris dan
para saksi, tanpa diwakilkan. Surat wasiat harus dibuat
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dengan bahasa yang disebutkan oleh pewasiat ketika ia
menyampaikan kehendaknya.

c) Syarat saksi dalam pembuatan wasiat ini yaitu harus berusia
lebih dari 21 tahun, atau sudah menikah. Mereka juga harus
yang berkewarganegaraan WNI, serta mengerti bahasa yang
digunakan dalam wasiat tersebut.

3. Wasiat rahasia atau tertutup.

3. Hibah wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI tidak dijelaskan mengenai hibah wasiat, bahkan kata
hibah wasiat tidak satupun tercantum. Hibah wasiat dalam KHI disebut secara
singkat dengan kata wasiat, karena hibah wasiat merupakan bagian dari
wasiat. Dalam hal ini hibah wasiat yang dimaksud dalam KHI yaitu wasiat itu

sendiri.

a. Pengertian hibah dan wasiat menurut KHI

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan
mengenai ketentuan-ketentuan umum hukum kewarisan, pada huruf (g)
disebutkan bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela
dan tanpa imbalan dari seseorang kepadaorang lain yang masih hidup untuk

dimiliki”. Sedangkan wasiat dijelaskan dalam huruf (f) yaitu yang berbunyi
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“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau

lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.*°

b. Dasar hukum hibah dan wasiat menurut KHI

Terdapat dalam Bab | Buku Il Kompilasi Hukum Islam tentang
hukum kewarisan huruf (f) dan (g) mengenai pengertian wasiat dan hibah.
Pada Bab V berisikan tentang wasiat mencakup pasal 194- 209. Pada pasal
194 yang menjelaskan mengenai syarat-syarat wasiat yaitu:

1) Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal
sehat dan tanpa adanya paksaan

2) Harta benda yang diwasiatkan harusmerupakan hak dari
pewasiat

3) Pemilikan terhadap benda baru dapat dilaksanakan setelah
pewasiat meninggal dunia.

Dalam pasal 195 menjelaskan mengenai cara pembuatan wasiat
yaitu:>°

1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis
dihadapan dua orang saksi dan seorang notaris

2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari
harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya

3) Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli
waris

4) Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang
saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris.

49 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 1998), 159.
50 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 162.
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Selanjutnya dalam pasal 196-200 mejelaskan mengenai bentuk
wasiat, yaitu wasiat secara tertulis dan lisan, wasiat berupa hasil suatu benda
atau pemanfaatan, dan wasiat berupa barang tak bergerak.

Dalam pasal 201 mengenai batasan wasiat, yakni berbunyi
“Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris
ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya akan dilaksanakan
sampai sepertiga harta warisannya”.>* Dan ditutup dengan pasal 202-209

menjelaskan mengenai teknis cara pelaksanaan wasiat.

Dalam pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun dan

syarat wasiat, yaitu:°2

1) Orang yang mewasiatkan:

a) berusia sekurang-kurangnya 21 tahun

b) berakal sehat

c) tanpa paksaan

d) Harta yang diwasiatkan: merupakan hak dari pewasiat

e) Waktu pelaksanaan: dapat dimiliki setelah pewasiat meninggal dunia.

c¢. Rukun dan syarat hibah menurut KHI

51 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 1998), 165.
52 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 162.
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Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
1) Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam
melakukan tindakan hukum.

2) Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait
dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaknya
berupa barang yang sah diperjualbelikan. Oleh karena itu tidak sah
menghibahkan barang yang tidak diketahui dan yang tidak boleh
diperjualbelikan.

Berbeda dengan menghadiahkan dan menyedekahnkan,
keduanya dianggap sah (sekalipun keberadaan objeknya masih
msiteri bagi penerimanya). Dianggap sah menghibahkan sesuatu
yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan.
Diperbolehkan pula memperjualbelikannya seakalipun sebelum
dilakukan pembagian, tanpa memandang apakah dia dihibahkan

kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain.>

3) Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
4) ljab gabul sebagai syarat sahnya suatu hibah.

5) Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya
dengan harta warisan.

6) Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang
memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya
pelaksnaannya dilakukan secara tertulis.>*

53 Usep Saepullah, Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Analisis Figh dan Putusan
Agung), Laporan Penelitian, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN
Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), 28.

% Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 1998), 162-165.
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d. Rukun dan syarat wasiat menurut KHI

Dalam pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun dan
syarat wasiat, yaitu:>
1. Orang yang mewasiatkan: berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal
sehat, dan tanpa paksaan.
2. Harta yang diwasiatkan: merupakan hak dari pewasiat

3. Waktu pelaksanaan: dapat dimiliki setelah pewasiat meninggal dunia.

%5 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 162.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian
empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataan di masyarakat.*® Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk
mengumpulkam data dari informan yaitu salah satu keluarga penerima wasiat atas

nama Binti Isro’in dan kepala Desa Petok.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode dalam mengadakan
penelitian. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan merangkaikan hukum

sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 2002), 15.

34
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nyata.>’ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada tujuan memperoleh
pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu
mengetahui peristiwa penjualan harta hibah wasiat di Desa Petok, Kabupaten
Kediri. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan otentik karena

peneliti langsung bertemu dengan para informan dan berdiskusi dengannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di JI. Raya Petok Rt. 01/02 Desa Petok Kecamatan
Mojo Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang menjadi pertimbangan sehingga peneliti
memilih Desa Petok adalah karena adanya kasus yang menarik untuk dijadikan
sebagai penelitian mengingat kasus tersebut bersinggungan dengan peraturan yang
berlaku di Indonesia. Alasan lain juga karena kasus tersebut masih dalam lingkup

jalur program studi yaitu Al Ahwal Al Syakhsiyyah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah hal yang amat penting dalam melakukan penelitian,
sumber data yaitu subyek dari mana saja data penelitian diperoleh. Sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

5" Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.
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1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.®® Data ini
diperoleh dari informan langsung melalui wawancara, vaitu Kepala Desa
Petok sebagai mediator yang menangani permasalahan tersebut dan
Kelurga penerima wasiat atas nama Binti Isro’in dan Rasti yang mengetahui

seluruh hal mengenai permasalahan tersebut.

2. Data sekunder adalah sumber data yang akan diperoleh melalui kajian
pustaka karya ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya yang memiliki
korelasi dengan permasalahan yang diteliti.>® Data-data ini diperoleh dari
buku, jurnal, artikel, arsip-arsip atau dokumen-dokumen mengenai

penjualan harta hibah wasiat oleh ahli waris.
E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang menentukan
keberhasilan suatu penelitian. Peneliatian dapat dikatakan berhasil dan berkualitas
apabila metode pengumpulan datanya dilakukan secara valid. Peneliti menggunakan

metode wawancara dalam penelitian ini.

Wawancara adalah kegiatan seseorang yakni pewawancara mengajukan

pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan

8 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.
59 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.
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dengan masalah penelitian kepada responden.®® Wawancara dilakukan oleh peneliti
kepada Kepala Desa Petok dan kepada salah satu anggota keluarga yang diberi

wasiat yaitu Binti Isro’indan Rasti.

Sebelum wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-
pertanyaan yang akan ditanyakan oleh informan. Pertanyaan dimulai dengan awal
mula kasus itu terjadi, alasan kasus itu terjadi di Desa Petok. Dimulai dengan
pertanyaan-pertanyaan umum yang sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya,
kemudian muncul pertanyaan- pertanyaan baru yang lebih detail mengenai kasus
tersebut. Dari informan pertama yakni salah seorang keluarga yang diberi wasiat
yakni atas nama Binti Isro’in dan Rasti, peneliti mempertanyakan mengenai rentetan
cerita dari kasus tersebut. Sedangkan dari informan kedua yakni Kepala Desa Petok,
peneliti mempertanyakan mengenai cara penyelesaian kasus penjualan harta hibah

wasiat oleh ahli waris tersebut.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan sebelum data dianalisis guna memisahkan
antara data yang relevan dan data yang kurang relevan. Pengolahan data dimulai
dengan proses editing, klarisikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan.

Adapun penjelasan proses pengolahan data yaitu sebagai berikut:

80 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82.
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1. Editing

Editing merupakan proses pertama yang dilakukan oleh peneliti
dalam teknik pengolahan data.®® Dalam hal ini peneliti melakukan
penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh dari informan yakni
kepala Dsa Petok dan Binti Isro’in sebagai anggota salah satu keluarga
yang diberi wasiat, agar peneliti mengetahui kelengkapan data, kejelasan
makna dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Dalam proses ini,
diharapkan peneliti menemukan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-

kesalahan data.

2. Klasifikasi data

Proses kedua setelah editing yaitu Klarifikasi data, proses ini
dilakukan dengan cara mengelompokkan data menjadi kategori-kategori
tertentu. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua
kategori, yaitu kategori data hasil wawancara kepada informan dan
kategori data yang ditemukan dalam buku-buku atau jurnal-jurnal yang

berkaitan dengan kasus yang diteliti.

61 Devi Lailatul Wahyuni, Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Memutus Pembatalan
Hibah (Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 PA Kota Malang),Skipsi, (Malang: Fakultas Syari’ah
UIN Maulana Malik Ibrahim malang, 2018), 12.
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Tujuan adanya Klasifikasi atau pengelompokan data yaitu untuk
memberi kemudahan peneliti dari berbagai macam data yang diperoleh

dilapangan, serta agar pembaca mudah memahami isi penelitian.

3. Verifikasi data

Verifikasi data dilakukan dengan cara mengecek kembali
kebenaran dari data-data yang telah diperoleh dengan tujuan agar data yang
diperoleh diketahui keakuratannya.®? Dalam hal ini peneliti melalui sosial
media whatsapp bertanya kembali kepada Kepala Desa dan keluarga yang
diberi wasiat, peneliti juga menemui informan langsung yakni salah
seorang keluarga yang diberi wasiat yang sebelumnya telah diwawancari.
Peneliti juga mendengarkan rekaman wawancara lalu mecocokkannya
dengan data yang telah ditulis oleh peneliti. Tujuan peneliti melakukan
verifikasi adalah untuk menanyakan kembali dan mengecek kebenaran data
yang telah diedit dan di Kklasifikasi agar tidak adanya kekurangan dan

kesalahan data.

4. Analisis data

Analisis adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk

yang lebih mudah dibaca. Analisis digunakan untuk memperoleh gambaran

62 Farha Kamelia, Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi (Studi di
Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang), Skripsi, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana
Malik Ibrahim malang, 2018), 54.
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menyeluruh dari obyek penelitian, tanpa harus memperinci dan mendetail

seluruh unsur-unsur yang ada dalam obyek penelitian.®

Dalam hal ini peneliti memaparkan seluruh data dari hasil
wawancara kemudian dianalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku
di Indonesia, yaitu penjualan harta hibah wasiat perspektif Kitab Undang-

undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Kesimpulan
Kesimpulan adalah proses terakhir dalam pengolahan data. Proses
ini dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari seluruh data yang
telah diolah agar mendapatkan jawaban.dari rumusan masalah yang ingin
diketahui peneliti.®* Dalam hal ini peneliti mencari jawaban-jawaban dari
rumusan masalah yang ingin diketahui peneliti dengan tujuan dapat dibuat
kesimpulan kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas dan

mudah dipahami oleh pembaca.

83 Farha Kamelia, Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Magashid Syari’ah Al-Syatibi (Studi di
Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang), 54.

64 Farha Kamelia, Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Magashid Syari’ah Al-Syatibi (Studi di
Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang). Skripsi, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana
Malik Ibrahim malang, 2018), 55.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang
memiliki pusat pemerintahan di Kediri. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Jombang di utara, Kabupaten Malang di timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten
Tulungagung di selatan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo di barat, serta
Kabupaten Nganjuk di barat dan utara. Posisi geografis Kabupaten Kediri, terletak di
antara 1110 47' 05 " sampai dengan 1120 18' 20" Bujur Timur dan 70 36 ' 12 " sampai
dengan 8o 0 '32 Lintang Selatan. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 963,21 km?
dengan 26 kecamatan. Daerah kabupaten Kediri, terbagi dalam empat koordinator
kecamatan. Empat koordinator kecamatan tersebut adalah Pare, Papar, Ngadiluwih,
dan Kediri kota.

Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung alam yang berbeda, yaitu

Gunung Kelud di timur yang bersifat sebagai gunung vulkanik, dan Gunung Wilis di

41
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sebelah barat yang bersifat non vulkanik, sedangkan tepat di tengahtengah daerah
Kabupaten Kediri, diseberangi oleh sungai Brantas.

Nama Kediri dari kata "Kedi" yang artinya "Mandul atau "Wanita yang tidak
berdatang bulan". Menurut kamus Jawa Kuno Wojo Wasito, “Kedi" berarti Orang
Kebiri, Bidan atau Dukun. Bila kita hubungkan dengan nama tokoh Dewi Kilisuci yang
bertapa di Gua Selomangleng, "Kedi" berarti Suci atau Wadad. 48 Disamping itu kata
Kediri berasal dari kata "Diri" yang berarti Adeg, Angdhiri, menghadiri atau menjadi
Raja (bahasa Jawa Jumenengan).

Menurut Sejarawan Bapak MM. Sukarto Kartoatmojo, menyebutkan bahwa
"hari jadi Kediri" bersumber dari tiga buah prasasti Harinjing A-B-C. Prasasti
Harinjing A menyebut tanggal 25 Maret 804 Masehi sebagai hari lahirnya Kediri,
dinilai usianya lebih tua dari pada kedua prasasti B dan C, yakni tanggal 19 September
921 Masehi dan tanggal 7 Juni 1015 Masehi. Dilihat dari ketiga tanggal tersebut,
akhirnya dipilih tanggal 25 Maret 804 m sebagai hari lahir Kediri. Pada saat itu juga,
Bagawantabhari memperoleh anugerah tanah perdikan dari Raja Rake Layang Dyah
Tulodong yang tertulis di ketiga prasasti Harinjing.

Nama Kediri semula kecil, lalu berkembang menjadi nama Kerajaan Panjalu
yang besar dan sejarahnya terkenal hingga sekarang. Selanjutnya ditetapkan surat
Keputusan Bupati Kepada Derah Tingkat 11 Kediri tanggal 22 Januari 1985 nomor 82
tahun 1985 tentang hari jadi Kediri, yang pasal 1 berbunyi " Tanggal 25 Maret 804

Masehi ditetapkan menjadi Hari Jadi Kediri.”
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Kabupaten Kediri memiliki Visi yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Kediri yang Beriman dan Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat,
Mandiri, Tenteram dan Sejahtera yang Berbasis pada Lima Sektor Utama
Pembangunan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri Perdagangan dan
Pariwisata, yang didukung oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional”.
Sedangkan Misi dari Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketagwaan kepada
Tuhan Yang maha Esa.

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya
kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta terwujudnya keluarga sehat.

c) Menumbuh-kembangkan aktivitas pendidikan formal, non-formal dan
informal untuk meningkatkan sumber daya generasi muda sebagai upaya
mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

d) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat
sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera.

e) Membangun kehidupan masyarakat yang tertata, taat hukum dan peraturan
perundangan, saling menghargai satu sama lain sebagai dasar pemahaman atas
hak asasi manusia, gotong-royong, dan toleran, dalam rangka menciptakan
suasana aman, tertib dan damai di masyarakat.

f) Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang

berorientasi pada mekanisme pasar bersama Koperasi dan UKM.
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g) Menggalakkan promosi di sektor pariwisata, produk-produk homeindustry,
pertanian, perkebunan, perikanan di tingkat regional, nasional dan global.

h) Menciptakan susana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat
menjadi tenteram.

1) Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN,
transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat sebagai
upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kabupaten Kediri memiliki lambang dan makna lambang, yang di dalamnya
memiliki filosofi mengenai kepribadian dan jati diri Kabupaten Kediri. Lambang
tersebut memiliki makna dan arti yang menggambarkan kepribadian Kabupaten Kediri,
diantaranya adalah:

a. Bintang sudut lima berwarna kuning adalah lambang Pancasila ideologi
Negara dan Bangsa Indonesia.

b. Ganesya Kediri berwarna abu-abu berdiri bertangan 4 (empat) memegang
bejana (mangkuk) beratribut kapak dan Tasbih, adalah lambang pengetahuan
dan kebijaksanaan. Gambar Ganesha ini menjadi tanda pengenal spesifik
daerah Kediri.

c. Gunung Kelud berapi dan kawahnya berwarna hitam dan merah merupakan
lambang jiwa dinamis revolusioner yang kuat, sentosa dan tak kunjung
padam.

d. Sungai Brantas berwarna biru melambangkan kesuburan daerah.
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e. Ladang dan sawah berwarna hijau dan kuning adalah lambang kemakmuran
daerah.

f. Padi sauli (setangkai) berwarna kuning berbutir 17, bunga kapas berwarna
putih berjumlah delapan dengan tangkai berkelopak empat dan berbunga lima
helai melambangkan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan sandang
pangan.

g. Langit berwarna biru muda adalah lambang ketentraman dan kedamaian.

h. Tulisan "Canda Bhirawa" di atas pita putih adalah nama lambang Kabupaten

Kediri, bermakna suatu ikatan persatuan yang suci nan tulus ikhlas.®®

B. Gambaran Umum Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terletak dibagian paling Barat Daya
ibukota kabupaten Kediri, dengan luas wilayah 103,29 Km2 yang merupakan
kecamatan terluas ke-dua setelah Kepung yang terdiri dari 20 desa. Topografi yang
berbukit-bukit membuat beberapa desa terletak di dataran tinggi yang berbatasan dan
atau didalam kawasan hutan. Batas wilayahnya sebelah barat Gunung Wilis, sebelah
utara Kecamatan Semen, sebelah timur sungai Brantas dan sebelah selatan Kabupaten

Tulungagung.

8 Anisatulba, http://eprints.umm.ac.id/44353/4/jiptummpp-gdl-anisatulba-50745-4-babiii.pdf, diakses
tanggal 18 Maret 2020.


http://eprints.umm.ac.id/44353/4/jiptummpp-gdl-anisatulba-50745-4-babiii.pdf
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Daftar desa di Kecamatan Mojo, antara lain : Ngadi, Kranding, Maesan,
Ponggok, Ngetrep, Petungroto, Pamongan, Kedawung, Ploso, Tambibendo, Kraton,
Blimbing, Jugo, Mojo, Mlati, Surat, Sukoanyar, Keniten, Mondo, dan Petok.

Air Terjun Dholo adalah salah satu tempat wisata air terjun yang terletak di
Dusun Besuki, Desa Jugo. Air terjun ini berada di bagian timur lereng Gunung Wilis
(2.850 meter), yang memiliki ketinggian 125 meter dan 1800 meter di atas permukaan
laut (dpl). Air terjun Dolo berjarak 4 meter dari air terjun Irenggolo yang dibatasi oleh

banyak pepohonan dan hutan, yang juga masih terletak di kawasan Besuki.®

C. Data Wilayah Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
1. Kondisi Geografis Desa Petok

Desa Petok merupakan wilayah yang berada dalam lingkup Kecamatan Mojo
Kabupaten Kediri yang merupakan salah satu Desa dari 20 desa yang terdapat di
kecamatan Mojo. Letaknya berada di sisi paling barat kecamatan Mojo, yaitu di sebelah
barat Desa Ngadiluwih dan Desa Kras, sebelah utara dari Desa Semen.

Desa Petok berada dalam ketinggian 83 m diatas permukaan laut bertepatan di
lereng Gunung Wilis yang membuat kondisinya sejuk. Luas tanahnya mencapai 3.31
km persegi dengan jumlah penduduk 2763 ribu jiwa menjadikannya memiliki
kepadatan penduduk cukup tinggi.

Terdapat 4 dusun di Desa Petok, yaitu yang sering disebut masyarakat dengan

Petok lor, Petok Kidul, Petok Wetan dan Petok Kulon.

% https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/24/kecamatan-mojo-kab-kediri/ diakses 18 Maret 2020.


https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/24/kecamatan-mojo-kab-kediri/
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Masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun dibawah pimpinan kepala
desa. Dalam menjalankan pemerintahan, Desa Petok dipimpin oleh seorang kepala
desa dipandu oleh perangkat desa. Kepala desa dibantu oleh Bintara Pembina Desa atau
BABINSA, yang merupakan TNI Angkatan Darat yang bertanggung jawab atas
pengawasan dan pelaporan kondisi geografi, sosial, masyarakat yang berdampak pada
pertahanan nasional. Program posyandu dan PKK juga berjalan baik di Desa Petok.
Dalam bidang pendidikan, Desa Petok memiliki beberapa instansi yang bergerak dalam
bidang pendidikan dasar, yaitu TK KM | Petok DAN TK KM Il Petok, serta terdapat
SD Negeri Petok.

Dengan kondisi geografis tanah yang sesuai untuk bercocok tanam, membuat
mayoritas penduduk Desa Petok bekerja sebagai petani dan pekebun. Bebarapa
komoditas pertanian, seperti padi, kedelai, jagung, dan tebu nampak tumbuh subur di
desa ini. Dalam perkebunan juga banyak komoditas yang dibudidaya oleh masyarakat
Dsa Petok, yaitu ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, cabe kecil, cabe besar,
kacang panjang, tomat, bawang merah, dan terong. Tanaman hias juga dibudidaya,
seperti pohon palem, euphorbia, authurium daun, anggrek, authurium bunga, dan
melati.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Petok mempunyai penduduk yang beragam agama, ada yang beragama
Islam, kristen maupun katholik. Akan tetapi mayoritas penduduk Desa Petok memeluk
agama Islam. Dalam kegiatan masyarakat di Desa Petok terdapat berbagai kelompok

majelis ta’lim, berbagai organisasi masyarakat bidang keagamaan, dan berbagai
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organisasi remaja yang berdedikasi di bidang keagamaan. Dalam kegiatan keagamaan
juga diimbangi dengan sarana ibadah, yaitu terdapat beberapa masjid, dan musholla.

Dalam tatanan sosial keagamaannya, masyarakat Desa Petok sangatmenjunjung tinggi
nilai-nilai dan adat tradisi ke- Islamannya. Seperti contoh, masyarakat sering
mengadakan pertemuan-pertemuan keagamaan, majelis ta’lim, tahlilan bersama untuk

memperingati 100 hari meninggalnya salah satu anggota keluarga, dan sebagainya.

D. Profil Informan

Informan merupakan salah satu anggota keluarga yang diberi wasiat, atas nama
Binti Isro’in yang lahir di Desa Petok, Kediri pada tanggal 13 November 1998. Lahir
dalam keluarga cukup besar yakni dengan 8 bersaudara, dan beliau merupakan adik
dari Rasti yang menerima hibah wasiat dari kakek Abdurrahman. Pendidikan yang
ditempuh yakni sedang menjalani S1 di UIN Maulana Malik lIbrahim Malang.
Pengetahuannya akan hukum Islam sudah luas, akan tetapi terkhusus hukum tentang
wasiat masih kurang, apalagi hukum positif tentang wasiat. Pengetahuan beliau yang
masih awam dengan hukum mengenai permasalahan wasiat, sehingga hal ini menjadi
kendala baginya mengetahui hukum dari peristiwa wasiat yang terjadi pada
keluarganya.

Informan kedua yakni kepala Desa Petok yang mengetahui seluruh rentetan
peristiwa yang terjadi di desa Petok , khususnya peristiwa yang menimpa keluarga

Binti Isro’in. Beliau sebagai kepala desa sekaligus mediator permasalahan yang terjadi



49

pada keluarga Binti Isro’in. Beliau beserta perangkat desa lain sebagai saksi atas
penyelesaian permasalahan wasiat tersebut.

Informan ketiga yakni Rasti, yaitu pihak ketiga sebagai penerima wasiat. Beliau
lahir dari ayah bernama Akbar. Pendidikan terakhirnya yaitu sampai jenjang SMA,
karena hal itu pengetahuannya akan hukum Islam maupun hukum positif terutama

berkaitan dengan hibah wasiat masih sangat kurang.

E. Paparan Data dan Analisis

1. Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Di Desa Petok
Kabupaten Kediri

Beragam permasalahan yang timbul dalam tatanan masyarakat desa
membuat berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut bersengketa.
Persengketaan tersebut timbul karena adanya batasan-batasan hak masing-masing
pihak yang merasa dijelajahi oleh pihak yang lain. Dalam persengketaan tersebut
juga menjadikan para pihak yang bersengketa harus bisa menyelesaikan
persengketaan tersebut. Dengan tujuan agar persengketaan tersebut bisa diredam
dan para pihak merasa hak nya telah terpenuhi. Persengketaan yang terjadi di
masyarakat bisa diselesaikan oleh para pihak tersebut sendiri atau dengan jalan
mediasi non litigasi ( penyelesaian sengketa diluar pengadilan), maupun melalui

jalur litigasi yaitu melalui pengadilan.
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Permasalahan yang terjadi di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten
Kediri terkait dengan hak seorang ahli wasiat yang merasa dijajah oleh hak seorang
ahli waris. Permasalahan bermula dari kedekatan seseorang yang bernama Akbar
(nama disamarkan) dan Abdurraman (nama disamarkan). Abdurrrahman adalah
seorang kakek yang sudah berumur dan tinggal sebatangkara tanpa saudara dan
keluarga yang menemaninya. Abdurrahman tinggal berdekatan dengan Akbar
yang menjadikannya dekat dan mengaggap Akbar layaknya anaknya sendiri.
Kedekatan tersebut bukan hanya karena rumah keduanya berdekatan, kedekatan
itu terjalin karena kebaikan keduanya, kepedulian Akbar terhadap kakek
Abdurrahman, dan menjadikan ketergantungan kakek tersebut terhadap Akbar.
Akbar pun menganggap kakek tersebut sebagai ayahnya sendiri. Hubungan
mereka sudah layaknya keluarga sedarah, apapun permasalahan kakek, pasti
Akbar yang membantu kakek tersebut.

Akbar merupakan kepala keluarga dari satu istri dan 8 anaknya. Bersama
seluruh keluarganya, ia merawat dan menjaga kakek tersebut. Dan salah seorang
anaknya yang bernama Rasti (nama disamarkan) sangat dekat dengan kakek
tersebut, bahkan tinggal dirumah yang sama dengan kakek untuk menemaninya.

Suatu ketika, kakek Abdurrahman yang sudah menua terserang suatu
penyakit yang menjadikannya hanya bisa berbaring, dan Rasti yang merawat
kakek tersebut. Ketika kakek tersebut merasa sudah sangat sakit, tiba-tiba kakek
tersebut memanggil seluruh keluarga Akbar dan menyampaikan Kkinginan

terakhirnya. Kakek tersebut menyampaikan bahwa rumah yang ditinggalinya
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bersama Rasti akan diberikannya kepada Rasti untuk ditinggali dan dirawatnya.
Disitulah ucapan wasiat kakek kepada Rasti tersampaikan.

Bebarapa hari kemudian, kakek Abdurrahman dinyatakan meninggal
dunia, dan semua kepengurusan jenazahnya, keluarga Akbar yang menanganinya.
Dan sejak saat itu Resti bersama keluarganya tinggal menetap sebagai pemilik
rumah almarhum kakek tersebut.

Tujuh hari setelah kematian kakek, tiba-tiba ada seseorang yang datang
kerumah tersebut dengan maksud menemui Rasti. Kemudian Rasti menemuinya
dan ternyata seseorang tersebut tidak lain adalah Hadi (nama disamarkan), anak
saudara perempuan kakek Abdurrahman yang lama meninggalkan dan tidak
mengurus kakek, bahkan tidak menganggapnya saudaranya. Hadi menemui Rasti
dengan maksud memina surat tanah rumah yang ditinggalinya bersama kakek
Abdurrahman. Rasti dengan polosnya memberikan surat tanah tersebut dengan
pikiran itu mungkin akan dibagi karena dia tau Hadi pun sebenarnya berhak
menerima bagian warisan dari kakek.

Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba seseorang yang tidak dikenal datang
kerumah Rasti dengan maksud memperingatinya untuk segera meninggalkan
rumah tersebut. Setelah ditanya-tanya mengenai hal tersebut, ternyata seseorang
tak dikenal tersebut ada pemegang surat tanah atas rumah tersebut, ia membelinya
dari Hadi yang sebelumnya meminta surat tanah tersebut. Hadi tanpa
sepengetahuan keluarga Rasti, dan tanpa adanya musyawarah ataupun

pemberitahuan bahwa ia akan menjual tanah tersebut tiba-tiba Hadi menjualnya,
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bahkan seluruhnya Hadi yang menerima uang atas penjualan tanah tersebut, tanpa
sepeserpun keluarga Rasti menerimanya.

Sesuai wawancara yang peneliti lakukan kepada salah seorang informan,
yaitu: “ anaknya saudari kakekku ternyata menjual rumah itu kak, tiba-tiba kita
diusir dari rumah itu. Kita nggak tau apa-apa tentang penjualan itu, tiba-tiba aja
suruh pergi dari rumah dan suruh cari tempat tinggal lain. Dan kita pun nggak
nrima apa-apa, gak dikasih uang setidaknya untuk bagian kita .5

Beberapa tahun kemudian, datanglah seseorang bernama Andi (nama
disamarkan) yang menyuruh keluarga Rasti untuk segera meninggalkan rumahnya
karena Hadi sudah menjualnya kepada Andi, dan Andi akan segera menempati
rumah tersebut. Disitulah mulai muncul permasalahan yang menimpa keluarga

Rasti. Semenjak itu keluarga Rasti keluar dari rumah tersebut dan tinggal ditempat

lain.68

2. Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Menurut KUHPerdata
Dalam kasus ini, penjualan harta hibah wasiat yang terjadi dilakukan oleh

anak dari saudara perempuan orang yang meninggal. Penjualan harta hibah wasiat

ini diketahui langsung oleh penerima wasiat, pada waktu diberi tahukan oleh

pembeli harta hibah wasiat tersebut yang dibelinya dari anak saudara perempuan

%7 Binti Isro’in, wawancara (Malang, 02 Maret 2020).
%8 Binti Isro’in, wawancara (Malang, 02 Maret 2020).
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orang yang meninggal dunia. Hal demikian yang menyebabkan permasalahan
antara pihak penerima wasiat dan ahli waris.

Hibah wasiat adalah ketetapan khusus yang diberikan oleh orang yang
meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang mengenai barang-barang
tertentu, sebagian atau seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia
tersebut. Hal ini sesuai dalam pasal 957 KUHPerdata.®

Harta hibah wasiat diberikan kepada orang yang bukan merupakan ahli
waris dari orang yang meninggal dunia, atau bisa juga diberikan kepada ahli waris
dari orang yang meninggal dengan syarat adanya kesepakatan dan persetujuan dari
ahli waris yang lain.

Hibah wasiat yang dilakukan oleh kakek Abdurrahman dalam hal ini benar
menurut KUHPerdata. Kakek Abdurrahman memberikan hartanya yakni sebuah
rumah yang ditinggalinya kepada Rasti yang bukan merupakan keluarga kakek
maupun ahli waris kakek.

Adapun syarat hibah wasiat menurut KHUPerdata yaitu:

1. Pembuat wasiat mempunyai akal sehat yang mampu berfikir secara

teratur.

2. Orang yang belum dewasa atau belum mencapai 18 tahun maka tidak

boleh membuat wasiat.”®

89 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 224.
0 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, 228.



54

Dalam hal ini kakek Abdurrahman sebagai orang yang telah dewasa dan
berusia lebih dari 18 tahun serta masih bisa berfikir secara teratur sebelum
meningoal dunia adalah sah untuk membuat wasiat.

Penjualan harta hibah wasiat yang terjadi, dilakukan oleh Hadi, yaitu anak
dari saudara perempuan kakek Abdurrahman. Kakek Abdurrahman hidup sebatang
kara, tanpa memiliki keluarga terdekat yang bersamanya. Akan tetapi memiliki
saudara perempuan yang jauh dan meninggalkannya. Dalam hal ini saudara
perempuan kakek Abdurrahman merupakan ahli waris yang sah menurut hukum
disebabkan karena hubungan darah. Akan tetapi saudara perempuan kakek telah
meninggal dunia sebelum meninggalnya kakek. Saudara perempuan kakek
memiliki anak yang bernama Hadi yang merupakan keturunan sah darinya.
Dengan demikian, Hadi merupakan ahli waris yang sah menurut hukum karena
sebab pengganti, yaitu menggantikan posisi saudara perempuan kakek karena
saudara perempuan kakek telah mendahului meninggalkan dunia. Sesuai pada
pasal 844 sampai pasal 847 KUHPerdata yang berbunyi:

1. Pasal 844: “Dalam garis kesamping, penggantian diperkenankan demi
keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan
perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris
bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun
jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang
meninggal, harus dibagi diantara semua keturunan mereka, yang satu

’

sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.’
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2. Pasal 845: “Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam
garis kesamping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan
darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan
saudara laki-laki atau perempuan dari mereka yang tersebut
pertama.”

3. Pasal 846: “Dalam segala hal, bila pengganti deperkenankan,
pembaian dilakukan pancang demi pancang, bila suatu pancang
memiliki beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-
tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedanfkan antara
orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala
demi kepala.”

4. Pasal 847: “Tak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih
hidup. ™
Dalam pasal-pasal tersebut terlihat jelas, bahwa Hadi yang merupakan
ketutunan dari saudara perempuan kakek, berhak menerima warisan dengan sebab
menggantikan ibunya yakni saudara perempuan kakek yang sudah meninggal
dunia.
Saudara perempuan dalam bagian kewarisan yakni mendapat setengah dari

harta warisan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia. Sesuai dalam firman

Allah SWT. Yaitu :

1 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 218-

219.
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Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Alldh
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia,
dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika
ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika
mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka
bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [An-Nisa’/4:176]"?

Dalam hal ini, Hadi sebagai anak atau keturunan yang menggantikan
ibunya yaitu saudara perempuan orang yang meninggal dunia, mendapatkan
setengah dari harta kakek Abdurrahman.

Dalam wawancara bersama Binti Isro’in yakni keluarga Rasti (penerima
wasiat), disebutkan bahwa rumah yang menjadi benda yang dihibah wasiatkan
kepeda Rasti merupakan rumah yang dihuni kakek Abdurrahman (orang yang
meninggal dunia) bersama dengan Rasti yang merawat kakek tersebut sejak kakek

Abdurrahman tinggal sebatangkara.

72 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1988), 157.
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Adapun jumlah harta kakek Abdurraman yang ditinggalkan adalah sebagai

berikut:

a. Sawah

b. Tanah samping rumah
c. Rumah seluas 23 ru.

“Sebenernya sawah itu sudah dikasih ke kita karena dulu kakek punya
hutang kepada keluarga kita pas masa-masa bangkrutnya usaha kakek ”.”® Dengan
demikian, sawah dihitung bukan merupakan harta warisan yang ditinggalkan
kakek, karena sebenarnya sudah menjadi milik keluarga Rasti.

“Kalo tanah samping rumah kakek sebenernya punya kakek bareng
sama si saudara perempuannya itu, tanah itu hasil dari warisan orang tua mereka.
Dan udah dikasihkan ke saudara perempuan kakek jauh sebelum kakek
meninggal ”.’* Dalam hal ini tanah samping rumah sejatinya merupakan tanah
yang telah dimiliki saudara perempuan kakek.

Sesuai wawancara yang penulis lakukan terhadap informan Binti Isro’in,
keluarga Rasti dari permasalahan tersebut akhirnya diselesaikan melalui kepala
desa dengan melihat berbagai pertimbangan, akhirnya Rasti mendapatkan bagian
rumah seluas 3 ru dari jumlah 23 ru yang kakek tinggalkan.

“Pas dibagi sama pak kades, akhirnya mbak dapet 3 ru, dan dia dapet 20

ru”.®

73 Binti Isro’in, wawancara (Malang, 02 Maret 2020).
" Binti Isro’in, wawancara (Malang, 02 Maret 2020).
> Rasti, wawancara (Malang, 02 Maret 2020).
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Dalam hal ini hibah wasiat kakek Abdurrahman kepada keluarga Rasti
tidak boleh jika seluruh harta kakek yaitu rumah tersebut diberikan. Karena harus
ada izin dari ahli waris yang menyetujui adanya pemberian hibah wasiat tersebut
dan ahli waris sejatinya berhak atas harta tersebut juga. Sesuai dalam pasal 882
KUHPerdata yang berbunyi “Ketetapan yang menentukan, bahwa seorang pihak
ketiga mendapat hak warisan atau hibah wasiat dalam hal ahli waris atau

penerima hibah wasiat tidak menikmatinya, berlaku sah "."

3. Penjualan Harta Hibah Wasiat Menurut KHI

Dalam permasalahan ini, penjualan harta hibah wasiat yang telah
diselesaikan melalui jalan mediasi non litigasi, yaitu melaliu kepala desa sebagai
mediator antara keluarga yang diberi wasiat dengan ahli waris dari orang yang
meninggal dunia.

Dalam KHI tidak dijelaskan mengenai hibah wasiat, bahkan kata hibah
wasiat tidak tercantum. Hibah wasiat dalam KHI disebut secara singkat dengan
kata wasiat, karena hibah wasiat merupakan bagian dari wasiat, sesuai pasal 876
KUHPerdata, yang berbunyi “Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat
dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun dengan nama hibah wasiat,

ataupun dengan nama yang lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-

76 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 227.
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peraturan yang ditetapkan dalam bab ini”.”” Dalam hal ini hibah wasiat yang
dimaksud dalam KHI yaitu wasiat itu sendiri.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau
lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”® Dalam hai ini,
rumah yang menjadi harta peninggalan kakek Abdurrahman diberikan kepada
keluarga Rasti yang merupakan orang lain dalan artian bukan keluarga atau ahli
waris dari kakek Abdurrahman.

Wasiat harus dilakukan oleh orang yang telah berumur lebih dari 21 tahun,
berakal sehat, dan tanpa paksaan dalam mewasiatkan harta bendanya kepada orang
lain. Harta benda yang diwasiatkan harus sah milik orang yang mewasiatkan.™
Dalam hal ini, rumah yang diberikan oleh kakek Abdurrahnman kepada keluarga
Rasti merupakan kepemilikan sah dan bersertifikat resmi atas nama kakek
Abdurrahman. Kakek Abdurrahman merupakan lansia normal yang memiliki akal
sehat dan masih mampu berfikir normal, dengan keinginannya sendiri, kakek
Abdurrahman mewasiatkan rumah yang dihuninya kepada keluarga Rasti yang
dianggapnya seperti cucu sendiri karena telah banyak membatu dan merawatnya.
Wasiat yang dilakukan Abdurrahman dinilai sah karena melampaui syarat-syarat

berwasiat.

7 Soedharyo Soimin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 226.
8 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 1998), 159.
 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 159.
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Penjualan harta hibah wasiat yang terjadi dilakukan oleh Hadi, yaitu anak
dari saudara perempuan kakek Abdurrahman. Sesuai dengan pasal 185 Kompilasi
Hukum Islam, yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, keculai mereka yang
tersebut dalam Pasal 173.

2. Bagian ahli waris penggant tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam hal ini, Hadi berhak mendapatkan bagian harta warisan yang
ditinggalkan kakek Abdurrahman karena ibunya yakni saudara perempuan kakek
telah meninggal dunia sebelum kakek, dan Hadi berhak menggantikan posisi
ibunya, yaitu mendapat bagian separuh dari harta peninggalan kakek
Abdurrahman. Sesuai dengan firman Allah yaitu Q. S An-Nisa’ ayat 176 yang
telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa saudara perempuan orang yang
meninggal dunia mendapatkan separuh dari harta peninggalan orang yang
meninggal dunia jika orang yang meninggal dunia tersebut tidak mempunyai
anak.®! Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat dalam pasal 182, yang
berbunyi “Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayabh,
sedang ia mempunyai satu saudara perempuan sekandung atau seayah, maka ia

mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama

8 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 1998), 157.
8 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1988), 157.
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dengan saudara perempuan kandung atau seayag dua orang atau lebih, maka
mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan
tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka
bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.%?

Penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan oleh Hadi sebenarnya adalah hal
yang keliru karena tidak adanya musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga
Rasti, dan bagaimanapun, wasiat tersebut sah, Rasti juga berhak mendapatkan
harta yang diwasiatkan tersebut.

Di sisi lain, penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa dalam
permasalahan ini dinilai sesuai karena Rasti mendapatkan bagiannya walaupun
dirasa masih kurang pantas dan adil. Rasti hanya mendapatkan bagian luas 3 ru
dari jumlah keseluruhan 23 ru. Sesuai pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi “ Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta
warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya % Dalam pasal tersebut
dengan jelas disebutkan bahwa batasan maksimal pihak ketiga yakni penerima
wasiat yaitu sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal
dunia.

Hubungan yang terjalin antara keluarga Rasti dengan kakek Abdurrahman,
layaknya keluarga dekat, bahkan kakek Abdurrahman menagnggap ayah Rasti

sebagai anaknya sendiri. Keluarga Rasti yang mengurus dan merawat kakek

82 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 1998), 160.
8 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 159.
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Abdurrahman yang sudah lama hidup sebatangkara dibandingkan dengan saudara
perempuannya yang tidak menganggap kakek Abdurrahman sebagai saudaranya
sendiri, dan meningoalkan kakek Abdurrahman hidup sendirian.

Dari paparan diatas, bagian yang didapatkan Rasti terlihat jelas kurang pantas
dan dirasa tidak adil, karena hanya mendapat sebagian kecil, bahkan jauh dari
jumlah sepertiga harta yang diwasiatkan kepadanya. Menurut penulis, dengan
melihat hubungan antara Rasti dan kakek Abdurrahman, dan dibandingkan dengan
hubungan saudara perempuan kakek dengan kakek Abdurrahman, maka Rasti
berhak menerima bagian maksimalnya yaitu sepertiga dari harta yang kakek

wasiatkan kepadanya.

4. Perbandingan Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam
KHUPerdata dan KHI
a. Perbedaan Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam

KHUPerdata dan KHI

Aspek KHI KUHPerdata

Penerima hibah wasiat | Orang  lain  atau | Orang yang bukan ahli
lembaga waris

Syarat pemberi hibah | Tanpa paksaan dan | Masih  bisa  berfikir
wasiat lebih dari 21 tahun teratur, dan dewasa atau
lebih dari 18 tahun
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Bagian ahli  waris | Separuh harta warisan | Tidak disebutkan
pengganti saudari
kandung

Batasan maksimal hak | Sepertiga dari seluruh | Tidak disebutkan
penerima hibah wasiat | harta warisan

Perbedaan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KHI mengenai
penjualan harta hibah wasiat yaitu, dalam KUHPerdata, hibah wasiat diberikan
kepada orang yang bukan merupakan hali waris dari orang yang meninggal
dunia. Pewasiat haruslah berusia lebih dari 18 tahun dan masih bisa berfikir
teratur.

Dalam KHI, hibah wasiat diberikan oleh seseorang yang meninggal
dunia kepada orang lain atau lembaga. penerima hanya berhak mendapatkan
harta tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditingggalkan oleh orang
yang meninggal dunia. Sedangkan ahli waris pengganti mendapatkan bagian
dari ahli waris yang digantikannya, dalam hal ini saudari kandung yang

mendapatkan separuh harta warisan.

b. Persamaan Penjualan Harta Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris Dalam

KHUPerdata dan KHI

Aspek KHI KUHPerdata

Syarat pemberi hibah | Berakal sehat Berakal sehat
wasiat
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Syarat benda yang | Kepemilikan sendiri Kepemilikan sendiri
diwasiatkan
Ahli waris pengganti Diperkenankan  kepada | Diperkenankan
anak- anaknya kepada anak atau
keturunannya
Penjualan harta hibah | Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan
wasiat oleh ahli waris

Adapun persamaan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KHI
mengenai hibah wasiat yaitu, kedua hukum ini menyebutkan bahwa pemberi
wasiat diharuskan memiliki akal sehat pada saat mengucapkan wasiatnya.
Benda yang diberikah kepada penerima hibah wasiat merupakan hak milik
orang yang meninggal dunia. Dalam kasus ahli waris yang telah meninggal
dunia sebelum pewaris, maka anak atau keturunannya yang menggantikan
untun mendapat bagiannya. Sedangkan penjualan harta hibah wasiat yang
dilakukan oleh ahli waris, KUHPerdata dan KHI tidak memperbolehkannya
karena tidak adanya kesepakatan antara ahli waris dan penerima hibah wasiat
dan ahli waris menikmatinya sendiri tanpa memperhatikan hak penerima

wasiat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data
penelitian, maka langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang
telah dipaparkan terkhusus berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah
yang ingin diketahui peneliti. Adapun kesimpulan yang dapat peneliti
sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pandangan KUHPerdata, wasiat yang dilakukan oleh orang yang
meninggal dunia tersebut adalah sah karena telah melampaui syarat-syarat
berwasiat. Ahli waris juga sebenarnya berhak mendapatkan bagian dari harta
peninggalan tersebut, sesuai dengan pasal 844 KUHPerdata. Adapun
penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan ahli waris adalah hal yang tidak
boleh dilakukan karena tidak adanya mufakat terlebih dahulu bahkan ahli

waris menikmati harta tersebut secara keseluruhan tanpa sedikitpun

63
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dibagi dengan penerima wasiat, yang seharusnya diberikan karena
merupakan hak penerima wasiat. Sesuai dengan pasal 882 KUHPerdata.

2. Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat yang dilakukan merapakah hal
yang sah karena telah memenuhi persyaratan untuk berwasiat. Ahli waris
berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang meninggal
dunia, sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu,
penerima hibah wasiat juga mempunyai hak atas harta hibah yang diberikan
kepadanya. Penjualan harta hibah wasiat yang dilakukan oleh ahli waris
dipandang dari Kompilasi Hukum Islam adalah hal yang tidak boleh untuk
dilakukan, karena ahli waris melakukannya tanpa mufakat dengan penerima
hibah wasiat, bahkan ahli waris mengambil seluruh harta peninggalan
tersebut tanpa sedikitpun diberikan kepada penerima hibah wasiat. Dengan
adanya mediasi yang dilakukan oleh kepala desa, kedua belah pihak
menerima keputusannya walaupun dipandang belum adanya keadilan
dalam pembagian tersebut. Penerima hanya mendapatkan bagian sedikit
bahkan tidak mecapat batasan maksimal yaitu sepertiga dari harta
peninggalan orang yang meninggal dunia, sesuai dalam pasal 195

Kompilasi Hukum Islam.

F. Saran
Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan

beberapa saran yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan dalam
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menyelesaikan permasalahan wasiat dalam tatanan lingkup masyarakat oleh
mediator yang menanganinya maupun untuk masyarakat luas. Adapun saran-
sarannya sebagai berikut:

1. Hendaknya kepala desa sebagai mediator dalam permasalahan tersebut dapat
menyelesaikannya dengan jalan adil bagi kedua belah pihak. Kepala desa juga
hendaknya melihat kondisi dan keadaan penerima hibah wasiat dan
memberikan haknya dengan memperhatikan batasan yang diatur oleh
KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam.

2. Ahli waris memang meliki hak dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal dunia, akan tetapi hendaknya untuk memperhatikan hak orang lain

yang juga berhak atas harta tersebut.
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